KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA

SALINAN

‘ KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12

ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Intan Jaya;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 236 Tahun 2022 tentang Pengangkatan

Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-

2024 yang menyatakan menetapkan pengangkatan

Saudara Andi Yasis Bonai dan Willem Duwitau sebagai

Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-

2024;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 340 Tahun 2022 tentang Penetapan

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya

Provinsi Papua Periode 2019-2024, yang menyatakan

Saudara Misael Maisini S.I.Kom sebagai Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua

sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan




Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi
Papua Periode 2019-2024;

d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua Nomor 139 Tahun 2022 tentang
pelimpahan Kembali tugas, wewenang, dan kewajiban
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua
dalam pelaksanaan rapat pleno dan pelaksanaan
tahapan pemilihan;

e. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, dan
huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Intan Jaya tentang Pembentukan
Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Intan Jaya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4250);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesa Nomor 4250);
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3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9]

Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 196);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

.




Memperhatikan

15

11.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13
Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

E




Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INTAN JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INTAN JAYA.

Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan
Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA,

ttd

MISAEL MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN-INTAN JAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARI S.B- HATUALA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI

KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN

JAYA

PEMILIHAN UMUM

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

TAHUN 2022
‘ NO NAMA l JABATAN PraTal Dot
b TIM
E1d 2 3 4
! Ketua KPU
1. | MISAEL MAISINI Kabupaten Intan Pengarah
Anggota KPU
2. | NION WONDA Kabupaten Intan Pengarah
Jaya
Anggota KPU
3. | ANDI YASIS BONAI Kabupaten Intan Pengarah
’ Jaya
Anggota KPU
4. | WILLEM DUWITAU Kabupaten Intan Pengarah
Jaya
5. | DAUD WEYA Sekretaris Ketua
6. ARI S.B. HATUALA Kasubbag. Hukum Wakil Ketua
dan SDM
7. | INDRA YUSTYAWAN Kasubbag. Teknis Sekretaris
8. | KRISTINA 1.M. WATUN Kasubbag. koordinator
Program dan data
Pelaksana
9. | EGENIUS WAROMI Pelaksana Pengendali Bagian
Hupmas
Pelaksana
9. | EKO DONI STIAWAN Pelaksana Pengendali Bagian

Hukum




NO | NAMA

JABATAN

JABATAN DALAM
TIM

3

4

10. | MARIA THERESIA ILO

Pelaksana

Pelaksana
Pengendali Bagian
SDM

11. | PONIADI

Pelaksana

Pelaksana
Pengendali Bagian
Keuangan

' 12, | TOGA R. SIGALINGGING

Pelaksana

Pelaksana
Pengendali Bagian
Perencanaan

13. | WIDI PUJI ATMOJO

Pelaksana

Pelaksana
Pengendali Bagian
Data

14. | AKHMAD DARDHA

Pelaksana

Pelaksana
Pengendali Bagian
Keuangan

15. | MAGEN SARI SIJABAT

Pelaksana

Pelaksana
Pengendali Bagian
Teknis

16. | GILANG C. RAMADHAN

Pelaksana

Pelaksana
Pengendali Bagian
Umum

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Sugapa

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN:INTAN JAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARI S.B. HATUALA

ttd

MISAEL MAISINI




